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ABSTRAK
Anak yang ditinggal orang tuanya karena vonis pengadilan sebagai pelaku tindak pidana dan mendekam di penjara wajib diberikan perlindungan hukum. secara. Orangtua memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak berupa pendidikan, perhatian, tanggap kebutuhan dan keinginan anak, adanya kasih sayang dan kehangatan orang tua dengan anak. Jika orang tua dari si anak menjadi pelaku tindak pidana dan dia divonis penjara oleh hakim. Hal ini tentu berpotensi menjadikan anak tersebut menjadi anak terlantar. Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut mempunyai makna bahwa anak-anak terlantar dipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Negara dan pemerintah harus bertanggung jawab untuk memeliharanya karena anak tersebut rentang terhadap perlakuan diskriminasi. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga menjamin perlindungan.
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PENDAHULUAN
Anak adalah mahkluk Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa sebagaimana manusia lainnya dan mempunyai hak asasi yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi keberadaanya. Anak dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai generasi masa depan penerus perjuangan bangsa di masa yang akan datang sehingga keberadaanya harus betul-betul dijaga agar ia bisa tumbuh berkembang menjadi dewasa karena anak sangat rentan terhadap perlakukan diskriminasi.[footnoteRef:1] Negara dan pemerintah menjadi wajib untuk melindungi keberadaannya karena posisinya yang strategis sebagai generasi yang melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.[footnoteRef:2] [1:  Purwanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”, Jurnal Idea Hukum, Vol 6 No. 1 Maret 2020, hm. 78]  [2:  Hardianto Djanggih, ‘Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal” Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 30, No. 2, 2018, hlm.  317] 

Secara konstitusionalitas, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsung hidup, tumbuh berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak asasi anak tersebut secara jelas diatur keberadaannya dalam konstitusi.[footnoteRef:3] Negera dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan agar ia tumbuh berkembang sebagai asset bangsa di masa yang akan datang. Karena peran strategis keberadaan anak inilah membuat pemerintah harus membuat kebijakan khusus terkait dengan bentuk perlindungan hukumnya. [footnoteRef:4] [3:  Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindugan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak Anak”, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume II, Nomor 2, Juli-Desember 2016, hlm. 250]  [4:  Muhammad Fachri Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”,  Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No 1, September 2018, hlm. 142] 

Perlindungan kepada anak memang sangat dibutuhkan agar tidak menjadi korban dari tindakan orang lain baik dilingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Peran orang tua adalah hal yang paling utama dalam memberikan perlindungan sehingga anak tersebut merasa aman dan mendapatkan kenyamanan serta limpahan kasih sayang dan akan membuat anak itu tumbuh berkembang secara wajar.[footnoteRef:5] [5:  Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, Jurnal Dialektika Hukum, Vol. 2 No.1 Tahun 2020, hlm. 58] 

Hubungan antara orang tua dan anak baik secara lahir dan bathin memang tidak dapat terpisahkan dan seolah-olah sudah menyatu, terlebih lagi hubungan seorang ibu dengan anaknya, karena seoranng ibu sudah mengandung anaknya selama Sembilan bulan sepuluh hari untuk melahirkan serang anak. Seorang anak tentu sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang kedua orang tuanya terutama kasih sayang seorang ibu. Apalagi seorang ibu akan memberinya ASI kepada anaknya dengan kasih sayang tanpa pamrih. Orang tua harus menjamin kelangsungan hidup seorang anak baik perkembangan secara fisik dan lahir maupun secara bathin dan rohaninya. Hak anak memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari orang tuanya.[footnoteRef:6] [6:  Allysa, “Perlindungan Anak Yang Mengikuti Ibunya Sedang Menjalani Pidana Penjara Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta”, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, hlm. 1-2] 

Menjadi masalah apabila orang tua dari si anak, harus mendekam di jeruji besi akibat vonis hakim karena melakukan tindak pidana. Secara otomatis anak tersebut tidak akan mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya dan berpotensi akan menjadi anak terlantar dan rentan akan perlakuan diskriminasi. Kurangnya kasih sayang dari orang tua akan menyebabkan kesehatan jiwa anak terganggung, dan akan mempengaruhi perilakunya.
Sebagai contoh adalah kasus yang menimpa Angelina Sondakh, dimana anak semata wayangnya Keanu Massaid harus menjalani masa kecilnya dengan kisah yang pahit. Ayahnya Adji Massaid meninggal dunia tatkala masih berusia 1 tahun dan ibunya terbelit kasus korupsi yang menyebabkannya mendekam di tahanan. Hal ini menyebabkan kondisi psikologis Keanu Massaid terganggu.
Kasus terbaru yang menyita perhatian ramai adalah, kasus Ferdi Sambo dengan Istrinya Putri Candrawati yang divonis bersalah karena membunuh Brigadir Joshua Hutabarat. Pada kasus ini, Ferdi Sambo divonis hukuman mati dan Putri Candrawati dikenakan hukuman 20 tahun penjara. Pada proses upaya hukum yang dilakukan, Ferdi Sambo mendapatkan keringan dari kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung menjadi hukuman penjara seumur hidup dan Putri Candrawati mendapat keringan hukuman menjadi penjara 10 tahun. Yang menjadi menarik dalam kasus ini adalah Ferdi Sambi dan Putri Candrawati mempunyai seorang anak yang masih di bawah umur. Bahkan Seto Mulyadi , ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia(LPAI) waktu itu, ikut turun tangan dan akan memberikan pendampingan secara psikologis kepada anak Ferdi Sambo dan Putri Candrawati.
Menurut Dewa Ketut Sukardi, apabila anak-anak pernah atau kurang merasakan kasih sayang orang tuanya, maka tidak bisa
dipungkiri akan menimbulkan penderitaan batin pada anak tersebut. Akibat adanya penderitaan batin pada anak karena tidak tercurahnya rasa kasih
sayang dari orang tua, akan mengakibatkan kesehatan badan anak terganggu, kecerdasan anak berkurang, kelakuannya mengarah kepada keras kepala dan nakal. Hakikat dari pembinaan anak sesungguhnya bersandar pada hati nurani orang tua.[footnoteRef:7] [7:  Dewa Ketut Sukardi, Bimbingan Perkembangan Jiwa Anak, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1984), hlm. 63-64] 

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani,
jasmani, dan sosial.[footnoteRef:8] Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.[footnoteRef:9] [8:  Nur Sariani Simatupan dan Faisal, Hukum Perlindungan Anak, (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm. 34]  [9:  Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 33] 


METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian sosio legal yaitu penelitian yang mengkaji perilaku yang dipedomani oleh hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual. Jenis data terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan, teknik analisis data menggunakan content analisys.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Landasan Pemikiran Perlindungan Terhadap Anak Yang Ditinggal Orang Tuanya Karena Vonis Pengadilan Sebagai Pelaku Tindak Pidana
a. Landasan Filsafati
Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD NRI 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.[footnoteRef:10] [10:  Penjelasan Umum UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak] 

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.[footnoteRef:11] [11:  Penjealsan Umum UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak] 

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.  Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 menjelaskna bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :
1. non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.
Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Perlindungan yang diberikan terhadap anak harus diberikan secara menyeluruh yang terus diupayakan oleh Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat agar tercipta suasana aman, tentram dan makmur seperti yang tersirat dalam tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alenia IV yakni mewujdkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan lebih jelasnya telah diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.[footnoteRef:12] [12:  Johanes Chrisna Adimas Bunyu dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Akibat Hukum Terhadap Orangtua Sebagai Pelaku Penelantaran Anak Akibat Perceraian Di Kota Kupang”, JHO: JURNAL HUKUM ONLINE, Volume 1, Issue 4 (Agustus 2023), hlm. 532.] 

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi oleh kedua orang tuanya, karena dalam diri anak memiliki harkat, martabat, dan hak-haknya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.[footnoteRef:13] Anak adalah penerus bangsa di masa yang akan datang. Kriteria seorang anak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia  18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. [13:  Endang Sumiarni, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003), hlm. 722] 

Hubungan antara orang tua dengan anak memang tidak bisa terpisahkan. Terlebih hubungan ibu dengan anaknya, selama 9 (sembilan) bulan lebih 10 (sepuluh) hari seorang ibu mengandung dan melahirkan seorang anak, tentunya memiliki kontak batin tersendiri. Seorang bayi yang baru saja lahir masih sangat membutuhkan seorang ibu untuk memberinya ASI (air susu ibu) dan merawatnya dengan kasih sayang. Tiap anak memiliki hak yang sama, yaitu mendapatkan perlindungan dan kasih sayang orang tuanya. Orang tua harus menjamin pertumbuhan, perkembangan secara fisik dan rohaninya.
Orangtua memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak berupa pendidikan, perhatian, tanggap kebutuhan dan keinginan anak, adanya kasih sayang dan kehangatan orang tua dengan anak. Pendidikan orang tua lebih menekankan pada aspek moral atau pembentukan kepribadian dari pada pendidikan untuk menguasai ilmu pengetahuan, dasar dan tujuan penyelenggaraan pendidikan keluarga bersifat individual, sesuai dengan pandangan hidup orang tua masing-masing, sekalipun secara nasional bagi keluarga-keluarga Indonesia memiliki dasar yang sama, yaitu pancasila. Ada orang tua dalam mendidik anaknya mendasarkan pada kaidah-kaidah agama dan menekankan proses endidikan pada pendidikan agama dan tujuan untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang saleh dan senantiasa takwa dan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada pula orang tua yang dasar dan tujuan penyelenggaraan pendidikannya berorientasi kepada kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan dengan tujuan untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang produktif dan bermanfaat dalam kehidupan masyarakat.[footnoteRef:14] [14:  Johanes Chrisna Adimas Bunyu dkk. Op Cit., hlm. 533] 

Menjadi hal yang menarik, jika orang tua dari si anak menjadi pelaku tindak pidana dan dia divonis penjara oleh hakim. Hal ini tentu berpotensi menjadikan anak tersebut menjadi anak terlantar. Pengertian anak terlantar menurut Pasal 1 ayat (6) UU No. 35 tahun 2014 yaitu “anak yang tidak terpenuhi kebutuhanya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.” Anak terlantar wajib dipeliharan oleh negara sesuai amanah Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945. Untuk itu harus ada upaya sedini mungkin, untuk mencegah hal ini terjadi, karena bagaimanapun anak adalah generasi penerus perjuangan bangsa di masa yang akan datang.
Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut mempunyai makna bahwa anak-anak terlantar dipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan sudah jelas pada Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan mensejahterakan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, hal ini seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah bukan hanya sebagai kiasan saja.
Walaupun yang bermasalah dengan hukum dan masuk ke penjara adalah orangtua mereka, namun anak-anak dari para narapidana itu sangat mungkin mengalami penderitaan yang tidak ringan. Kehidupan mereka seakan ikut terpenjara. Raga memang bebas, namun batin mereka terkungkung dalam jeruji yang tidak kasat mata. Kondisi anak-anak yang ikut sengsara seiring pemenjaraan yang ditimpakan ke orangtua mereka, diistilahkan sebagai pemenjaraan sekunder (secondary prisonization). Anak-anak mereka, yang mengalami pemenjaraan sekunderpun, membutuhkan perhatian agar tetap bisa menjadi bagian dari masyarakat di lingkungan mereka tinggal. Titik berangkatnya hanya butuh satu kesamaan persepsi: ketika orangtua dibui, anak-anak mereka tetap harus dikasihi.
Berangkat dari penjelasan di atas, secara filsafati, anak yang ditinggal orang tuanya akibat vonis pengadilan sebagai pelaku tindak pidana harus tetap diberikan perlindungan, karena anak tersebut akan berpotensi menjadi anak terlantar. Untuk itu negara dan pemerintah harus bertanggung jawab untuk memeliharanya karena anak tersebut rentang terhadap perlakuan diskriminasi. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak, serta kewajiban dan tanggung jawab yang paling penting adalah menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan serta memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang tinggal didaerah terpencil.

b. Landasan Sosiologis
Menjalani kehidupan pastinya ada beberapa hal yang tidak terduga. Situasi tidak terduga, berada pada tempat dan waktu yang salah atau kekhilafan seorang, dapat menyebabkan seseorang harus menjadi narapidana. Ironis, bahwa ketika narapidana tersebut adalah seorang wanita yang menjadi seorang ibu, yang harus merawat anaknya. Sebagai narapidana yang dijatuhi hukuman berupa hukuman pidana penjara, seorang ibu harus tetap mengasuh anaknya karena juga untuk memenuhi hak anak itu sendiri. 
Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.[footnoteRef:15] Sejak lahir setiap manusia sudah mempunyai hak asasi yang dijunjung tinggi serta diakui semua orang. Hak tersebut lebih penting dibandingkan hak seorang penguasa ataupun raja. Hak asasi itu sendiri berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada seluruh manusia. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. [15:  Septiani Ashari, Hakikat Hak dan Kewajiban Warga Negara, http://www.ipapedia.web.id/2015/12/hakikat-hak-dan-kewajiban-warga-negara.html?m=1, diakses 10 Nopember 2023.] 

Sistem pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, adalah suatu tatanan mcngenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Tatanan yang dimaksud adalah mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.[footnoteRef:16] [16:  Allysa, Op Cit., hlm. 2.] 

Pada dasarnya hak antara narapidana perempuan dan narapidana pria adalah sama, hanya dalam hal ini karena narapidananya adalah wanita maka ada beberapa hak yang mendapat perlakuan khusus dari narapidana pria yang berbeda dalam beberapa hal, diantaranya karena wanita mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-Undang maupun oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan diseluruh wilayah Indonesia.
Sebagai manusia ciptaan Tuhan, walaupun menjadi terpidana, hak-hak yang melekat pada dirinya tetap harus dihargai. Hak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum nasional maupun sistem pemasyarakatan Indonesia yang jelas-jelas berdasarkan Pancasila. Hak-hak narapidana sebagai warga negara Indonesia yang terampas kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia dan mendapat perhatian.[footnoteRef:17] [17:  Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 3.] 

Sejak lahir setiap manusia sudah mempunyai hak asasi yang dijunjung tinggi serta diakui semua orang. Hak tersebut lebih penting dibandingkan hak seorang penguasa ataupun raja. Hak asasi itu sendiri berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada seluruh manusia. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.
Pasal 1 angka 2 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatn menyatakan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mcngenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Adapun tujuan sistem pemasyarakatan yang terdapat dalam Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2002, yaitu:
a. memberikan jaminan pelindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar mcnyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
c. memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.
Sebagai warga Binaan yang berada di lapas Perempuan, wanita yang memiliki anak yang masih membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus, seharusnya memiliki kebijakan tersendiri agar hak anak terpenuhi. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1970 tentang Kesejahteraan Anak, anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan waja. Sementara Pasal 2 ayat (3) UU Kesejhateraan anak menejlaskan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
Fakta yang terjadi dilapangan melalui observasi langsung di Lapas Perempuan kelas II A Kota Malang, belum tersedia ruangan khusus bagi ibu dan anak yang layak. Ruangan khusus ibu menyusui hanya ruangan kecil yang disekat, ruangan untuk ibu dan anak dapat berkomunikasi dengan baik dan nyaman dan anak merasa nyaman tidak merasa berada dalam suasana tidak menyenangkan di dalam lingkungan penjara. Komunikasi dan kebutuhan dasar anak dan ibunya menjadi terkendala, akibatnya hak-hak anak tidak dapat terpenuhi. Anak masih membutuhkan bimbingan secara jasmani dan rohani maupun sosial untuk menjunjung masa depan yang cerah dan dapat memikul tanggung jawab dalam kehidupannya kelak. Anak harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara rohani, jasmani maupun sosial.
Jumlah Warga Binaan di Lapas Perempuan Kelas II A Kota Malang ini sebanyak 417 orang. Kurang lebih 75 persen mereka berada di Lapas Perempuan ini karena masalah kasus Narkotika, sisanya kejahatan yang lain. 
Berdasarkan wawancara dengan ibu Rita Icris, beliau menjelaskan bahwa:[footnoteRef:18] [18:  Wawancara dengan Ibu Rita Icris, Staf Tata Usaha Lapas Perempuan Kelas II A Kota Malang, 18 September 2023.] 

Tidak ada perlakukan khusus bagi seorang perempuan yang membawa anaknya, mereka diperlakukan sama seperti warga binaan yang lain. Aspek kesetaraan sangat dijunjung tinggi untuk menghindari kecemburuan dari warga binaan. Ada beberapa warga binaan yang membawa anaknya yang dibawah umur ke Lapas, tetapi mereka harus tetap dibawah pengawasan ibunya.

Wawancara dengan Ibu Martina Andayani, beliau menjelaskan:[footnoteRef:19]  [19:  Wawancara dengan Ibu Martina Andayani, Pengelola Kepegawaian Lapas Perempuan Kelas II A Kota Malang, 18 September 2023] 

ibu yang membawa anaknya ke Lapas Perempuan ini, diperlakukan sama dengan warga binaan yang lain, hanya saja diberikan peluang untuk fokus ke anak. Bagaimanapun kondisinya, anak tetap dipenuhi semua kebutuhannya, termasuk diberi ASI. Anak yang dibawa oleh ibunya ke dalam lapas, harus tetap dibawah pengawasan khusus ibunya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, anak yang dibawah ibunya ke dalam lapas, karena ibunya sebagai terpidana karena vonis pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak ada perlakuan khusus. Anak yang dibawah ke dalam Lapas, diperlakukan hal yang sama seperti warga binaan yang lain.
Berikut data anak (di bawah 3 tahun) yang ikut bersama ibunya sebagai warga binaan di Lapas Perempuan Kota Malang.
Tabel 1
Daftar Anak (Di Bawah 3 Tahun) Yang Ikut Ibunya Sebagai warga Binaan
Di Lapas Perempuan Kelas II A Kota Malang

	No.
	Nama Anak
	Nama Ibunya

	1
	Arsy M Novellesia
	Agustin Asmanta

	2
	Gaffi Urrendra Uba
	Septi Lusia Pratiwi

	3
	Alviano Litlal Putra Ismail
	Dian Purnamasari

	4
	Yosua Gabrel Uswara
	Dian Ayu Setyaningsih

	5
	Adam Hallaq
	Mila Fitria


Sumber: Lapas Perempuan Kelas II A Kota Malang, 18 September 2023

Berdasarkan tabel 1 di atas, di lapas Perempuan Kelas II A Kota Malang, terdapat 5 warga Binaan yang membawa anaknya ke dalam Lapas. Mereka dirawat di dalam ruang tahanan bersama dengan ibunya karena masih membutuhkan asupan ASI dari Ibunya.
Meskipun anak dari narapidana bukanlah terpidana yang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, harus dan wajib untuk mendapatkan dan dipenuhi haknya oleh pihak Lapas Perempuan Kelas II A Kota Malang ini, karena sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa
(1) Anak dari tahanan atau anak dari narapidana perempuan yang dibawa ke dalam rutan atau lapas, atau yang lahir di lapas dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai dengan anak berusia 3 (tiga) tahun
(2) Anak dari Tahanan atau anak dari Narapidana perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan secara khusus bersama dengan Tahanan atau Narapidana perempuan tersebut.
(3) Dalam hal anak dari Tahanan atau anak dari Narapidana perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anak yang berkebutuhan khusus, anak dapat ditempatkan pada unit layanan disabilitas.
(4) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter atau ahli gizi.
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Narapidana Dalam Rangka Pembinaan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang telah diundangkan sebagai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan “Permenkumham No. 2 Tahun 2009”. Pada Lampiran Permenkumham No. 2 Tahun 2009 menyatakan bahwa “dalam Lapas perempuan harus ada akomodasi untuk semua perawatan dan pengobatan yang diperlukan sebelum dan sesudah melahirkan, bilamana anak yang sedang menyusui dibolehkan tinggal di lembaga yang disiapkan, harus dipersiapkan suatu tempat penitipan yang dilengkapi dengan petugas yang berkualitas, di mana anak ditempatkan ketika mereka tidak dalam penjagaan ibu mereka.
Fakta yang terjadi lapangan khususnya di Lapas Perempuan Kelas II A Kota Malang, semua hal di atas tidak dipenuhi karena masalah anggaran. Seharusnya pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM harus menyediakan anggaran khusus buat para warga binaan di dalam Lapas, yang membawa anaknya. Hal ini sangat penting sekali agar anak tersebut memperoleh hak-haknya. Karena bagaimanapun, anak tersebut adalah generasi penerus perjuangan bangsa di masa yang akan datang.
Menurut hasil wawancara dengan Bapak Adi Santosa[footnoteRef:20] selaku Kasubbag Lapas Perempuan Kelas II Malang, beliau menejlaskan bahwa: [20:  Wawancara dengan Bapak Adi Santosa, Kasubbag Lapas Perempuan Kelas II Kota Malang, 18 Sepmteber 2023] 

tidak ada anggaran khusus untuk itu, sehingga petugas lapas menjalan tugasnya sesuai anggaran yang ada. Jadi upaya pemenuhan hak anak yang dibawa ibunya kedalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana, meliputi hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, hak memperoleh pelayanan kesehatan, kekejaman, kekerasan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya, belum terpenuhi dengan baik.
Berdasarkan hal di atas, secara sosiologis, anak yang ditinggal orang tuanya karena vonis pengadilan sebagai pelaku tindak pidana, harus tetap mendapat perlindungan dalam segala aspek, karena ia berpotensi menjadi anak terlantar dan rentan perlakuan diskriminasi. Belum lagi stigma negatif dari masyarakat yang melekat pada dirinya karena pernah tinggal di penjara bersama orang tuanya atau bersama ibunya. Tentu hal ini akan sangat berdampak negatif terhadap aspek psikologis dan perkembangan mentalnya, karena bagaimanapun anak adalah generasi penerus perjuangan bangsa di masa depan dan itu harus diberikan perlindungan baik secara agama, pendidikan, kesehatan dan sosial.

c. Landasan Yuridis
Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Unsur yuridis adalah menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Atau dengan kata lain unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat
Beberapa persoalan hukum itu, antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Aturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sudah terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari konstitusi, undang-undang dan turunan peraturan lainnya, diantaranya adalah:
1. Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945
2. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 
3. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
4. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
5. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
6. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
7. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo UU No. 31 Tahun 20014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
8. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
9. PP No. 78 Tahun 202 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak
10. Keprres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
Dari semua aturan yang ada di atas, belum ada aturan yang mengatur secara spesifik mengenai perlindungan terhadap anak yang ditinggal orang tuanya karena vonis pengadilan sebagai pelaku tindak pidana. Padahal anak yang ditingal orang tuanya karena harus menjalani hukuman penjara pasti akan kekurangan kasih sayang dan hak-hak lainnya serta berpotensi akan menjadi anak terlantar. Untuk itulah perlu dirumuskan aturan secara spesifik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak yang ditinggal orang tuanya karena vonis pengadilan sebagai pelaku tindak pidana.

Hakekat Perlindungan Terhadap Anak Yang Ditinggal Orang Tuanya Karena Vonis Pengadilan Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Satjipto Rahardjo pernah mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk tindakan dalam memberikan perlindungan terhadap hak seseorang dengan cara melimpahkan suatu kuasa kepadanya untuk bertindak demi kepentingan haknya itu”.[footnoteRef:21] Terdapat 2 (dua) prinsip dari perlindungan hukum “prinsip pertama ialah adanya konsep pengenai pengakuan atas hak asasi manusia yang kemudian mengarah pada pembatasan dan pemetaan kewajiban masyarakat sehingga melahirkan suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan atas hak tersebut. Prinsip kedua ialah keterkaitan antara prinsip negara hukum dengan pengakuan atas hak asasi manusia yang menduduki tempat utama dan selaras dengan tujuan dari negara hukum”.[footnoteRef:22] [21:  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Op. Cit., hlm. 56]  [22:  Bianca Agnetha, Irma Cahyaningtyas, “Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir di Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia:, Jurnal USM Law Review, Vol 5 No 2 Tahun 2002, hlm. 594] 

Hal ini juga sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia yaitu untuk “membentuk suatu pemerintahan yang dapat memberikan proteksi terhadap seluruh bangsa Indonesia demi tercapainya kesejahteraan umum, kehidupan bangsa yang cerdas, dan terlibat dalam menjaga ketertiban dunia yang berdasar pada kemerdekaan, perdamaian dan terpenuhinya keadilan sosial”. Atas dasar itu pulalah pemerintah merumuskan peraturan perundang-undangan dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali perlindungan terhadap hak asasi manusia anak. Melindungi anak tidak hanya kewajiban orang tua maupun keluarga saja, pemerintah dalam hal ini juga memiliki kewajiban yang jauh lebih besar untuk melindungi hak anak agar terpenuhi secara hukum.[footnoteRef:23] [23:  Nopiana Mozin and Maisara Sunge, “Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan,” Jurnal Ius Constituendum, Vol 1 No. 6 April 2021, hlm. 166] 

Pada satu sisi, wujud kepedulian memang tidak harus dituangkan ke dalam UU khusus (lex specialis). Tapi pada sisi lain, imbasnya adalah seolah anak-anak dari pelaku pidana boleh diabaikan begitu saja. Penyikapan sedemikian rupa jelas harus dikoreksi. Bagi anak-anak Indonesia yang orangtuanya saat ini menjalani hukuman badan di dalam penjara, tentu ini butuh penyikapan yang serius dari pemerintah untuk memberikan perlinungan kepada mereka. 
Sebagai bahan perbandingan, di Amerika Serikat, diperkirakan antara 2,7 juta hingga 5 juta anak terpisah karena orangtua mereka dipenjara. Angka itu setara dengan sekitar 7 persen dari total jumlah anak-anak di negeri Paman Sam.[footnoteRef:24] Tentu angka-angka ini membutuhkan kepedulian terhadap mereka, nasib seorang anak yang ditingal orang tuanya karena menjalani hukuman penjara. Pemerintah harus segera bersikap dengan membuat regulasi yang memberikan perlindungan kepada mereka. [24: https://nasional.kompas.com/read/2022/08/27/06000031/orangtua-dipenjara-bagaimana-dengan-anak-mereka?page=all. ] 

Khusus di Indonesia, selama masih mengedepankan penanganan litigasi untuk masalah pidana, diperkirakan jumlah narapidana akan terus meninggi. Semakin banyak warga yang masuk dalam penjara, dapat dinalar semakin banyak pula jumlah anak-anak yang terpisah dari orangtua mereka yang berstatus sebagai warga binaan itu. Anak-anak itu, bisa dibayangkan, rentan menjadi sasaran stigmatisasi dan diskriminasi akibat status orangtua mereka. Ilmu psikologi percaya betul, sebagai bentuk serangan psikologis dan sanksi sosial, stigmatisasi berdampak paling tidak sama seriusnya dengan serangan fisik terhadap anak. 
Perlu upaya penanggulangan terhadap hal ini, karena apabila anak ditinggal orang tuanya sebagai pelaku tindak pidana berdasaran vonis pengadilan, maka anak tersebut berpotensi akan menjadi anak terlantar. Selain hal ini, ada beberapa penyebab anak berpotensi menjadi anak terlantar, yaitu:[footnoteRef:25] [25:  Johanes Chrisna Adimas Bunyu dkk, Op Cit., hlm. 538-539] 

1. Penelantaran anak disebabkan oleh perceraian
Peristiwa ini terjadi dimana orang tua, yaitu ayah dan ibu telah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi. Akibatnya anak menjadi korban dalam hal ini. Anak menjadi diterlantarkan, bahkan hak-hak nya diabaikan dan terbiarkan begitu saja. Hal ini menjadikan anak tidak menjalani kehidupannya dengan baik.
2. Penelantaran anak disebabkan kondisi ekonomi
Kondisi ekonomi orang tua menjadi faktor pendukung terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan anak-anaknya. Dimana ketika kondisi ekonomi suatu keluarga tidak baik, maka ada hak-hak yang tidak terpenuhi di dalamnya, termasuklah hak-hak anak. Baik mulai dari tidak terpenuhinya pendidikan, kesehatan maupun spiritual anak.
3. Penelantaran anak disebabkan anak tidak diinginkan
Keadaan seperti ini terjadi karena anak yang lahir tersebut berasal dari ibu dan bapaknya melalukan hubungan badan tanpa adanya status pernikahan. Hal ini yang menjadikan orang tuanya tidak menelantarkan anaknya, mereka merasa malu atas perbuatannya dan keluarga tidak merestui hubungan mereka. Sehingga akhirnya anak yang dilahirkan itu tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya.
4. Penelantaran anak disebabkan pola pikir orang tua
Orang tua ketika sudah memiliki anak, berarti sudah siap untuk bertanggung jawab dan menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak anaknya baik lahir maupun batin. Namun dalam kondisi ini orang tua memiliki pola pikir yang minim. Bagaimana cara mengasuh, mendidik, membimbing dan mengembangkan bakat anak mereka tidak mengetahuinya dan akibat dari perbuatannya mereka menelantarkan anaknya. Biasanya perlakuan-perlakuan seperti ini dialami oleh orang tua yang menika dibawah umur atau orang tua yang kondisi mentalnya terganggu.
5. Penelantaran anak disebabkan perilaku anak
Kondisi seperti ini jarang ditemui tetapi ada beberapa orang tua yang menelantarkan anaknya karena perilaku sang anak. Kebanyakan orang tua menelantarkan anaknya karena merasa malu atas perbuatan anaknya. Seperti pecandu narkoba, suka mabuk, mencuri dan sebagainya.
Untuk memberikan perlindungan hukum yang sifatnya menyeluruh mencakup segala bidang kehidupan anak baik dalam segi budaya, sosial, ekonomi, termasuk di dalamnya masalah psiokologi anak itu sendiri yang dirasa sangat berpengaruh dalam pembentukan jati diri kepribadiannya dan tumbuh kembang setiap anak.[footnoteRef:26] Banyak anak yang berada dalam tekanan dan tidak ada pilihan lain selain menerima perlakuan, keadaan maupun dalam mengambil setiap keputusan dan pilihan hidupnya. Dengan dasar menghormati yang lebih tua, seringkali anak pada akhirnya dituntut untuk mematuhi segala bentuk perintah yang baik maupun tidak, sehingga anak pada akhirnya harus berlaku tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya.[footnoteRef:27] [26:  Lilien Ristina, “Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana,” Jurnal Ius Constituendum, Vol 3, no. 2 (2018), hlm. 166]  [27:  Shafira Fatahaya And Rosalia Dika Agustanti, “Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses,” Jurnal USM Law Review, Vol 4 No. 2, 5 November 2021, hlm. 504] 

Pada hakikatnya perlindungan hukum bagi anak memiliki arti perlindungan bagi seluruh anak di dunia termasuk di Indonesia, bahkan bagi anak yang ditinggal orang tuanya karena vonis pengadilan sebagai pelaku tindak pidana, tetap memiliki perlindungan hukum yang sama. Pada dasarnya seorang anak tidak dapat memilih di keluarga dan dilingkungan mana mereka akan di lahirkan dan dibesarkan. Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh bagi kehidupan anak tersebut sampai dengan masa depannya. Hal ini juga sejalan dengan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak berhak untuk mendapatkan asuhan serta kasih sayang yang diberikan oleh keluarga dan lingkungan yang dapat mendukung tumbuh kembang seorang anak untuk dapat mengembangkan kehidupan sosialnya sehingga menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi bangsa.
Perlindungan terhadap anak yang ditinggal orang tuanya karena vonis pengadilan sebagai pelaku tindak pidana, hakikatnya untuk menghindari adanya kekerasan fisik atau mental yang diterima seorang anak, bukan tidak mungkin apabila anak mengalami hal tersebut, ketika mereka mejadi dewasa maka akan terbentuk pribadi yang tidak baik dan pada akhirnya mereka terjerumus dalam lingkungan yang salah, yang memungkinkan mereka melakukan kejahatan.[footnoteRef:28] Keadaan sosial, keluarga dan masyarakat sekitar yang seharusnya menjadi kelompok pertama dalam memberi perlindungan bagi anak pun pada kenyataannya dapat menjadi penyebab terjadinya kenakalan anak. Anak akan dianggap melanggar norma dan nilai yang telah menjadi standart oleh komunitas sosialnya, apabila norma dan nilai yang ada tidak dapat dipenuhi oleh anak.[footnoteRef:29] Dapat dikatakan bahwa perlindungan anak sifatnya luas dan menyeluruh baik fisik maupun mental dengan harapan anak dapat tumbuh kembang dengan potensi yang dimiliki setiap anak tanpa adanya hambatan. [28:  Khoirunnisa, Edith Ratna, and Irawati Irawati, “Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan,” Notarius, Vol 13, No. 2 Agustus 2020, hlm. 546]  [29:  Muhammad Ridwan Lubis And Panca Sarjana Putra, “Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” Jurnal USM Law Review, Vol 4 No. 1 Juni 2021, hlm. 226] 

Anak yang ditinggal orang tuanya karena mendekam di penjara berdasarkan vonis pengadilan, akan memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan diri anak dan akan menjadi anak menjadi terlantar, karena sudah tidak ada yang merawatnya. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. 
Anak terlantar sendiri pada umumnya merupakan anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda, ada yang berasal dari keluarga tidak mampu sehingga memaksa mereka untuk turun kejalan dan membantu perekonomian keluarga, ada juga yang memang tidak diketahui asal usul orang tua dan keluarganya sehingga hilangnya kasih sayang dan memberatkan jiwa yang berakibat terbentuknya karakter yang negatif.
Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam UUD NRI 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-hak anak).
Pasal 28 B UUD NRI 1945 disebutkan bahwa negara menjamin setiap anak untuk idup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskiminasi. Pasal ini mempunyai korelasi dengan pasal 28 G yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaan, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Bertentangan dengan fakta yang ada, anak-anak terlantar yang tidak memiliki keluarga justru tidak mendapat haknya seperti jaminan kesehatan.
Jaminan kesehatan adalah hak semua anak, dimana setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal. Anak juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan secara layak sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. Hal ini dijamin dalam Pasal 8 UU Perlindungan anak maupun Pasal 62 UU HAM, baik bagi anak yang memiliki keluarga maupun anak terlantar tanpa keluarga, semua anak memiliki hak yang sama dan tidak dapat dirampas oleh siapa saja. Kenyatannya anak terlantar dan fakir miskin tidak memiliki jaminan kesehatan yang layak, termasuk memperoleh pelayanan kesehatan secara layak sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.[footnoteRef:30] [30:  Khoirunnisa, Edith Ratna, and Irawati Irawati, Op Cit., hlm. 548] 


PENUTUP
Anak yang ditingal orang tuanya akibat vonis pengadilan sebagai pelaku tindak pidana harus tetap mendapat perlindungan hukum karena ia akan berpotensi menjadi anak terlantar. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan terhadap anak karena dia adalah generasi peneus perjuangan bangsa di masa yang akan datang.
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